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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur ketentuan Agama
mempertanggungjawabkan keabsyahannya dari pada perkawinan umatnya,
disamping itu juga diatur oleh Pasal 1 Undang-undang No. | tahun 1974
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk
keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka
bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan memuaskan nafsu bilogis
semata-mata tetapi suatu yang sakral.

Sedang menurut dr. H. S. Fajar perkawinan ialah perjalanan antara
seorang lelaki dengan seorang wanita atas kerelaan dan kesukaan kedua belah
pihak yang dilakukan oleh dari pihak wanita.

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas maka terlihat bahwa
perkawinan merupakan lembaga perpaduan maksud yang suci antara dua insan
untuk hidup bersama dalam menempuh mahligai kehidupan di dunia ini, dan

kehidupan kian hari menunjukkan perkembangan dengan gerak lika-liku



berbagai permasalahan, yang ini terkadang membawa pengaruh bagi
perkawinan itu sendiri. "

Pengaruh terhadap perkawinan bisa jadi menambah ke arah rasa
kebahagiaan dan ketentraman bathin, namun bisa juga terjadi sebaliknya,
dinamika dan permasalahan hidup membawa perkawinan ke arah perpecahan.

Putusan perkawinan dikarenakan dalam pasal 38 Undang-undang
perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian, atas keputusan pengadilan dengan meninggalnya salah satu pihak,
maka otomatis perkawinan suami istri menjach putus.

Pemutusan perkawinan yang terjadi sebagaimana disebut adalah
dilarang apabila perceraian ini terjadi atas dasar persetujuan antara keduanya
(suami-istri) pasal 208 KUH. Perdata, hal demikian patutlah dimaklumi karena
perjanjian pernikahan sebagaimana dimaksud pada pengertian pernikahan atau
perkawinan adalah tindak tanduk pada hukum perjanjian.

Sebelum memasuki pembicaraan mengenai perubahan perjanjian
perkawinan tidak ada salahnya kalau kita terlebih dahulu memperhatikan
ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata sebagai berikut :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Y E. Mustafa AF, Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia Kota Kembang,
Yogyakarta, 1987, h. 12-20




2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu.

3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik.

Perjanjian perkawinan setelah dibuat dan dilaksanakan atau disahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah

pihak, sejalan dengan pasal 1338 ayat (2) KUH. Perdata di atas maka dalam

perjanjian perkawinan pada asasnya tidak dapat dilakukan perubahan (pasal 29

ayat (4) undang-undang perkawinan. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila

ada persetujuan pernikahan (perceraian) hanya dapat terjadi dasar suatu sebab

sebagaimana yang discbutkan dalam asal 209 KUH Perdata yaitu : *

a. Zina

b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.

C. Pe:ngll'luktmlan dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah
perkawinan.

d. Melukai berat atan menganiaya yang membahayakan jiwa. *

Menarik untuk dikaji dalam hal acara perceraian, atau tata cara
perceraian dalam pasal 207 KUH. Perdata dikatakan bahwa untuk mengajukan
gugatan perceraian gugatan harus diajukan kepada pengadilan Negeri daerah
suami bertempat tinggal. Untuk mengajukan gugatan perceraian penggugat

harus mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan problema yang

h.4l

* Gatot Supromono, Segi-segi Hukum Hubungan {war Nikoh, Djambatan, lakarta, 1993,

Y Ali Afandi, Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian Memurut KUH Perdata,

Bina Aksara, Jakarta, 1986, h.126.



muncul, yang terkadang membawa pengaruh dengan alasan gugatan. Sebagali
misal tentang alasan perceraian, karena ditinggalkannya tempat tinggal
bersama dengan sengaja.

Pada pasal 218 KUH. Perdata menentukan bahwa kepergian
meninggalkan tempat tinggal bersama ini harus berlangsung 5 tahun. Waktu
lima tahun ini dalam undang-undang agar dituntut harus berlangsung terus.
Kalau dalam waktu itu yang harus pergi datang kembali, dan kemudian pergi
lagi maka waktu lima tahun harus dihitung mulai kepergian kedua, jika
sehabis 5 tahun vang pergi datang lagi maka tuntutan akan gugur, jika
perceraian belum diputuskan olch hakim.

Problema yang berakibat melemahnya gugatan perceraian inilah
menarik untuk diikuti mengingat bahwa perkawinan atau perceraian dilakukan
atas dasar adanya maksud yang sama, namun apabila maksud tersebut sudah
tidak ada kesesuaian dengan salah satu pihak, adalah penderitaan lahir batin
bagi pihak yang merasa tentram iika salah satu jalan keluar atau perceraian
sulit untuk dilaksanakan (gugatan di tolak Hakim). *

Bahwa akibat dari pada percéraian ini ada dua rupa yaitu pertama bagi
istri dan harta kekayaan dan kedua akibat bagi anak-anak yang belum dewasa.

Adalah suatu perkawinan meskipun bagi pasangan suami, meskipun
bagi istri telah dikaruniai keturunan anak terkadang tidak menutup keinginan
untuk mengadopsi anak, apabila pasangan yang belum (tidak) dikaruniai anak.

Anak adopsi di kalangan bangsa Tionghoa adalah suatu perbuatan hukum

Y Gatot Supromono, ot cil, h.50



yang lazim dilakukan, hal demikian dalam BW memandang suatu perkawinan
sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, karena
soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad 1917 no.
129,

Menurut ketentuan tersebut diatur antara lain : Seorang laki-laki, bila
ia tidak mempunyai secara sah. Jadi dapat diadopsi ialah seorang anak
Tionghoa yang laki-laki. Anak itu harus tidak kawin, tidak mempunyai anak
dan tidak pula telah diadopsi oleh orang lain. Beda usianya dengan orang yang
mengadopsi dan dengan ibu yang mengadopsinya beda usia itu haruslah
sekurang-kurangnya lima belas tahun. Bila anak yang diadopsi itu adalah
seorang keluarga sah atau tidak sah (artinya lahimya di luar nikah), maka
hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti hubungannya
sebelum diadopsi.

Beranjak dari kenyataan-kenyataan seperti diuraikan diatas adalah
tidak berlebihan kiranya apabila hal tersecbut mendorong penulis untuk
membuat skripsi ini dengan mengambil judul :

“PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK YANG

DIADOPSI DALAM PRAKTEK”.

*) Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Memirut Hukum Adat, Rajawali Pers, Jakarta, 1989,
h
147




B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis

sajikan perumusan masalah sebagai berikut :

l.

&

Apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Bagaimanakah tanggung jawab antara suami istri setelah perceraian
terhadap anak yang diadopsi.

Bagaimanakah akibatnya setelah putusan perceraian terhadap anak vang

diadopsi dalam praktek.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

18

2.

F..r}

Untuk mengetahui apa vang menvebabkan terjadinya perceraian.

Untuk mengetahui tanggung jawab antara suami. istri setelah perceraian
terhadap anak yang diadopsi.

Untuk mengetahui akibatnya setelah putusan perceraian terhadap anak

vang diadopsi dalam prakiek:

D. Kegunaan Penelitian

1.

Untuk menambah pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai
perceraian.
Untuk mencari terjadinya perceraian dan akibat terhadap anak vang

diadopsi dalam praktek.



Dapat menjadi bahan acuan bagi para ahli hukum dan praktisi hukum agar
dapat mencan dan menemukan dasar hukum yang benar, sehingga upaya
yang menjadi tujuan hukum dapat tejadi yaitu keadilan dan kebenaran

demi harkat dan martabat manusia sebagai warga negara Indonesia.

E. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian tentunya diperlukan suatu metode yang

dapat mengarahkan kegiatan penelitian yang bersangkutan sesuai dengan

tujuan ingin dicapai yang nantinya dari penelitian dapat diperoleh gambaran

yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Berpijak dari hal tersebut di atas, maka penulis di dalam menyusun

skripsi ini akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

Metode Pendekatan

Di dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada
ilmu hukum tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah
hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Metode Spesifikasi

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian inferensi, sebab dalam menyusun tulisan ini ditarik dari
kesimpulan dari berbagai sumber yang ada sehingga akan lebih mendalam

dan lebih akurat pembahasannya.®

“ Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hiukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.9




3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini berdasarkan pada dua data yaitu
a. Pengumpulan Data Primer
Merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dengan
mengadakan penelitian yang menjadi masalah dalam pembahasan
skripsi ini.
b. Pengumpulan Data Sekunder
Di sini penulis akan berusaha mengumpulkan keterangan terutama
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan membaca buku,
Undang-undang, majalah, serta bahan-bahan yang penulis peroleh
selama mengikuti kuliah dan yang ada hubungannya dengan pokok-
pokok masalah penulisan.
4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data yang didapat, penulis menggunakan metode
kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara
penelitian  yang menghasilkan data  deskriptif analisis vaitu yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lesan dan dipelajari sebagai

suatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulis dan pembahasan serta memperoleh

gambaran dan penulisan hukum ini secara keseluruhan penulis berusaha

menjelaskan sistematika penulis skripsi sebagai berikut :



BAB I

BAB I

BAB III

BAB IV

Didalam bab ini penulis m;enguraikan tentang pendahuluan yang
isinya mengenal latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan peneliian, metode peneliian, dan
sistematika penulisan yang merﬁpakan urutan pembahasan dan
seluruh materi guna menghindari kesulitan dalam mempelajari.
Di dalam bab im1 penulis membahas mengenai tinjauan pustaka
tentang perceraian dan akibatnya terhadap anak yang diadopsi
dalam praktek yang terdiri dari beberapa sub-sub yaitu pengertian
perceraian, Tata cara perceraian, Akibat-akibat perceraian,
Kedudukan hukum anak yang diadopsi setelah terjadi perceraian.
Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan mengenai hasil-hasil
penelitian  yang diperoleh dari penclitian lapangan maupun
kepustakaan yang dianggap emat hubungannya dengan
pembahasan masalah, dalam penulisan ini setelah diadakan
analisis terhadap data yang dapat sehubungan dengan
permasalahan yang diangkat untuk kemudian dapat dihasilkan
suatu kesimpulan akhir mengandung hasil penelitian.

Bernisi kesimpulan dan isi seluruh maten dirumuskan dalam bab-
bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok
masalah, selain itu juga memuat saran-saran sehingga
kemungkinan untuk memberikan masukan baru, khususnya
tentang masalah perceraian Dan Akibatnya Terhadap Anak Yang

Diadopsi Dalam Praktek.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

Seperti telah penulis kemukakan dimuka bahwa perkawinan
dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
adalah ikatan lahir bathin antara scorang pria dan seorang wanita sebagai
suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Fsa Dari rumusan demikian maka
tercermin bahwa bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan
memuaskan nafsu biologis semata-mata merupakan suatu yang sakral,

Tujuan perkawinan hanya mungkin dicapai jika diantara suami istri
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.”

Dari segi hukum perkawinan merupakan ikatan perjanjian diantara
seorang pria dan seorang wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan
dipenuhi beberapa syarat-syarat vang diperlukan yaitu adanya kata sepakat
dan persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

Menurut Drs. E. Mustafa AF. Pengertian perceraian adalah pemutusan
perkawinan suami istri yang ditetapkan pengadilan atas dasar gugatan si istri,

karena suami setelah mereka sah nikahnya tidak melaksanakan kewajiban

" Hukum Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Mewurut Perundangan Adat Hukum
Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 22

10
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sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama dan Undang-undang
perkawinan yang telah disepakati bersama.”

Walau pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat
untuk mencari kebahagian dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, sering
sekali hasrat itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal, melalui Pasal
38 Undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 mengemukakan tiga
sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu
kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal
39 dan Pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang perkawinan).

Adapun = alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar-dasar untuk
perceraian adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan,

b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

luar kemampuannya.

" E. Mustafa, Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Kota Kembang,
Yogyakarta, 1987, h, 22,




¢. Salah satu pihak mendapat hukumaﬁ penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak-pihak lain.”

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.

f Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan demikian setelah penulis membahas menurut Undang-undang
Perkawinan Mo 1 tahun 1974, maka selanjutnya akan penulis bandingkan
dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
perkawinan pada dasamya merupakan suatu persetujuan antara seorang pria
dan seorang wanita di dalam hukum keluarga. Hal demikian tersirap pada
Pasal 28 KUH. Perdata yang menyebutkan bahwa azas perkawinan
menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri. Sebagai
suatu persetujuan, perkawinan bukanlah merupakan suatu persetujuan
sebagaimana yang dimuat di dalam Buku Il KUH Perdata. Satu-satunya hal
yang sama ialah bahwa baik perkawinan maupun persetujuan pada umumnya
adalah persamaan kehendak, di luar ini perkawinan adalah lain dan

persetujuan pada umumnya.'”

" Gatot Supromono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, 1998,
h.50-51.

" Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta,
1986, h. 98-99,
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Dari kejadian demikian, maka dapatlah dikatakan jika Undang-undang
beranggapan bahwa perkawinan hanya dilihat dalam hubungan keperdataan
saja, yang dimaksudkan adalah bahwa Undang-undang tidak mencampun
tentang upacara-upacara keagamaan.

Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu
perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai Pencatat Sipil, karena
pegawai agama dilarang melakukan upacara keagamaan, yang berhubungan
dengan perkawinan, sebelum pihak-pihak menyatakan kepadanya, bahwa
perkawinan telah dilangsungkan dimuka pegawai Pencatatan Sipil (Pasal 81
KUH. Perdata).'”

Akan halnya pelangsungan perkawinan ini sendiri, dalam Pasal 76
KUH. Perdata dinyatakan :

a. Harus dilakukan di muka uvmum

b. Harus dilaksanakan di gedung tempat akie catatan sipil 1tu dibuat

¢. Dimuka pegawai pencatatan Sipil salah satu pihak calon suami istri itu.

d. Harus disaksikan 2 orang saksi (keluarga atau bukan keluarga) yang sudah
berumur 21 tahun dan di Indonesia.

Di hadapan pegawai Catatan Sipil dan para saksi kedua mempelai
harus menyatakan kesanggupannya untuk menjadi suami-istri dengan

ketulusan hati. '

" HF.A. Vollmar, Hukum Keluarga Menurut KUHP, Perdata, disadur oleh Chidir Ali,
Tarsito, Bandung, 1981, h. 23-24.

3 R Soetojo Prawirohamidjojo, Azis Safiodin, Hukum Orang dan Kelwarga, Alumni
Bandung, 1982, h. 48
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Setelah diadakan perkawinan di muka Pegawai Catatan Sipil maka
barulah boleh diadakan upacara keagamaan.

Demikianlah perkawinan bagi seorang pria dan seorang wanita adalah
merupakan suatu yang indah dan saat yang dinantikan, karena perkawinan itu
mempunyai arti tersendiri, apabila kalau bisa mencapai kebahagiaan dan
kaharmonisan yang senantiasa didambakan setiap orang seperti yang
diharapkan dalam Undang-undang,

Namun tidak demikain halnya yang terjadi, sebab dalam perkawinan
terkadang timbul ketidakcocokan dan ketidaksesuaian antara suami-istri,
sehingga menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.

Perpecahan rumah tangga atau perceraian yang menjadi dasar
bubarmya perkawinan ini, adalah perceraian yang tidak didahului oleh
_perpisahan meja dan ranjang. Mengenai perceraian ini dasamya ditentukan
dalam Pasal 209 KUH. Perdata dengan 4 macam alasan :

a. Zina
b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
¢. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan
hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
d. Melukai berat atau menganiaya yang membahayakan jiwa
Kembali apa yang telah disebutkan di atas, bahwa sebagai prinsip tidak

diperbolehkan mengadakan perceraian dengan suatu persetujuan. Tapi dalam



praktek, ketentuan zina adalah suatu alasan sah untuk meminta perceraian
sering disalahgunakan. il

Bahwa selain dari itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal
kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan
pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-
masa mendatang. Jadi pada pokok dalam perkara perceraian karena suami-istri
terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat diharapkan hidup rukun
kembali, tidak perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam percekcokan
yang terus menerus namun terungkap pihak penggugat yang selalu menjadi
penyebab percekcokan. ia tidak dapat minta ceral kepada tergugat, sebab kalau
terjadi demikian diperbolchkan cerai, maka yang tampak adalah perbuatan

yang sewenang-wenang,

. Tata Cara Perceraian
Setelah diuraikan keterangan tentang alasan-alasan perceraian maka
selanjutnya akan dibicarakan bagaimana jalannya prosedur perceraian.
Menurut ketentuan tersebut di atas tata cara perceraian dapat dilakukan
sebagai berikut :
a. Cerai talak vaitu bagi mereka vang melangsungkan perkawinan menurut

agama Islam .

B Al Afandi, ap. cir, h. 127,
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Maksud perceraian dapat diajukﬁn kepada pengadilan agama ditempat

dimana mereka bertempat tinggal, "

b. Cerai gugat yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya selain Agama [slam dan bagi
seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.
Gugat perceraian dapat diajukan pada pengadilan Negeri/Agama di mana
mereka bertempat tinggal.

ad. a. Cerai Talak

Seorang suami yang hendak menceraitkan atau mentalak istrinya,
hendaknya memberikan maksudnya kepada pengadilan agama
ditempat dimana diz bertempat tinggal disertai alasan-alasannya dan
meminta agar melakukan sidang untuk keperluan fersebut. Pengadilan
akan mempelajan surat pemberitahuan itu dan dalam waktu selambat-
lambatnya tiga puluh hari semenjak penerimaan pemberitahuan, akan
memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintakan
penjelasannya tentang pemberitahuan perceraian itu. Pertama-tama
pihak dengan meminta bantuan badan penasehat, perkawinan dan
penyelesaian yang dikenal dengan singkatan BP4 setempat. Jika usaha
ini mengalami kegagalan, maka pengadilan agama akan bersidang lagi

untuk mendengarkan pembicaraan talak.

" Lili Rasjidi, lasan Perceraian Menurut Ul No. I tahun 1974 fen i,

Alumni, Bandung, 1983, h. 23,
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Pengucapan talak ini harus disaksikan oleh saksinya atau kuasanya
setelah itu suami menandatangani surat ikrar talak itu.

Ketua pengadilan agama membuat surat keterangan tentang terjadinya
talak itu rangkap empat, helai pertama dikirim kepada pegawai
pencatat nikah dimana suami bertempat tinggal untuk dicatat, kedua
dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri dan helai
keempat disimpan oleh Pengadilan Agama."’

Selanjutnya talak datang ke pegawai pencatat nikah ditempat dimana
suami bertempat tinggal untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran
talak. Jika pegawai nikah dimana suami bertempat tinggal berbeda
dengan pencatat nikah dimana mereka melangsungkan perkawinan,
maka satu helai surat keterangan dimaksud dikinm kepada pegawai
pencatat nikah ditempat perkawinan itu dilangsungkan. Ditentukan
lebih lanjut, bahwa jika terjadi talak, maka kutipan di akta nikah
masing-masing suami istri ditahan oleh pengadilan agama ditempat
dimana talak itu terjadi untuk dibuat suatu catatan dalam ruang
tersedia pada kutipan tersebut yaitu bahwa yang bersangkutan telah
menjatuhkan/dijatuhi talak. Catatan tersebut dan tangga surat
keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan panitera
pengadilan agama. Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu

dinyatakan di depan sidang pengadilan agama tersebut.

') Ihid h. 24,
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ad. b. Cerai Gugat

Cerai gugat terdiri dari :

— Mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya

dan kepercayaannya yang bukan agama Islam.
— Seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut
agama [slam.

Yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan

kepercayaannya yang bukan Islam,'®
Dalam hal tempat tinggal tergugat mi tidak jelas atau tidak dikenal
atau tidak mempunyai tempat tinggal yang teiap, gugatan perceraian
dapat diajukan di tempat pihak penggugat.
Jika ternyata tergugat bertempat tinggal di luar negeri. gugatannya
perceraian diajukan juga ditempat tinggal perggugat, gugatan ini
diteruskan oleh ketua pengadilan negeri tersebut kepada penggugat
melalui Perwakilan Republik Indonesia ditampat di mana tergugat
bertempat tinggal.
Ditentukan lebih lanjut bahwa suatu gugatan perceraian yang
disebabkan oleh karena satu pihak meninggalkan pihak lain selama
dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan-alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemampuannya diajukan kepada
pengadilan negeri ditempat kediamannya penggugat. Gugatan itu

diajukan setelah lampau dua tahun sejak tergugat meninggalkan

) Ibid, h. 26.
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kediamannya. Dalam hal karena alasan terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun kembali,

gugatan diajukan kepada pengadilan negen ditempat kediaman

tergugat.

Pengadilan dan sidang gugatan perceraian.

Pemeriksaan gugatan perceraiﬁn dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya surat gugatan. Dalam

penetapan waktu pemeriksaan tergugat, tenggang waktu pemanggilan

para pihak dilakukan sebagai berikut.

Panggilan dilakukan oleh juru sita bagi pengadilan negeri dan
pejabat vang ditunjuk bagi pengadilan agama.

Pengadilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan
jika tidak dijumpai, panggilan disampaikan kepada lurah atau yang
disamakan dengannya.

Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan ditempatkan
pada papan pengumuman di pengadilan negeri yang mengadili dan
juga mengumumkannya pada masa media.

Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan ditempatkan
pada papan pengumuman pengadilan negeri yang mengadili dan

juga mengumumkan pada masa media.
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Pengumuman melalui media ini dilakukan dua kali dengan
tenggang waktu satu bulan.

—  Jika tergugat berada di luar negeri, panggilan dilakukan dengan

perantara Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Putusan gugatan perceraian ini dilakukan dalam sidang terbuka boleh
dihadiri oleh umum. Terjadinya perceraian dihitung sejak saat pendaftaran
putusan perceraian itu pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh
pegawai pencatat (Kantor Catatan Sipil).

Gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan negeri daerah
suami bertempat tinggal, kecuali suami tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau tempat tinggal istri.

Setelah mengajukan  permohonan serta mengemukakan alasan-
alasannya maka sebelum ketua pengadilan megcri memutuskan perceraian,
ketua pengadilan memberikan pertimbangan agar penggugat berkehendak
meninjau kembali permohonannyva.

Jika penggugat ingin meneruskan perkaranya, maka ketua menetapkan
agar suami-istri menghadap tanpa diwakil oleh seorang pembela. k)

Jika pada waktu yang ditentukan penggugat tidak datang menghadap
maka permohonan izin untuk menggugat dianggap gugur. Peristiwa ini dicatat
dalam suatu berita acara, maka jika tidak dapat tercapai kerukunan kembali
antara suami-istri hakim dapat memberikan kuasa kepada istri untuk hal-hal

berikut :

"R Soetojo Prawirohmidjojo, Azis Safioedin, op. cit, h. 134,




1. Si istri dapat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hakim
menunjukkan tempat kediaman lain.

2. Barang-barang keperluan schari-hari dari si istri supaya diserahkan
kepadanya.

Dengan siapa diantara suami istri anak-anak harus bertempat

Led

tinggal.

4. Nafkah bagi dia dan anak-anak yang ikut serta padanya.

Selama proses perceraian istri dapat wminta agar hakim mengambil
tindakan untuk menjamin hak-haknva vaitu memerintahkan penyegelan serta
pencatatan harta percampuran, jika perlu meletakkan sita barang atas harta
tetap percamnpuran harta pernikahan. **

Walaupun pufusan perceraian sudah mempunyai kekuatan hukum
namun pernikahan baru berakhir dengan pendaftaran keputusan itu dalam
kantor catatan sipil dimana pernikahan itu terdafiar, pendaftaran harus
dilakukan dalam enam bulan setelah mempunyai kekuatan hukum,

Dengan demikian prosedur yang digunakan dalam mengajukan

gugatan perceraian

. Akibat-akibat Perceraian
Akibat perceraian akan membawakan goncangan jiwa pihak-pihak
bersangkutan terutama vang terkena goncangan paling berat adalah anak-

anaknva.

%) Ali Afandi, op. cit, b 130
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Akibat terhadap perceraian ada 2 yaitu :
1. Akibat terhadap istri dan harta kekayaan

2. Akibat terhadap anak di bawah umur

Akibat terhadap istri dan harta kekayaan

Pada saat dibuktikan surat keputusan perceraian dalam register catatan sipil
bubarlah perkawinan. Dengan demikian maka hak dan kewajiban yang
bersumber pada perkawinan tiada lagi. Si perempuan memperoleh
statusnya kembali sebagai perempuan tidak kawin. Persatuan harta putus
dan semuanya dibagi. Putusan perceraian tidak berlaku surat hanya mulai
berlaku pada saat dibukukanya surat keputusan itu dalam register catatan
sipil.

Mengenai pasal 222 pihak yang menang dapat terus menikmati hal-hal
yang menguntungkan baginya dan diberikan oleh pihak ke-3 berkenan
dengan perkawinan hal demikian berlaku jika antara suami istri
diperjanjikan keuntungan timbal-balik pada waktu perkawinan. Sebaliknya
pasal 223 menentukan bahwa pihak yang dipersahkan, kehilangan segala
keuntungan yang diperpanjang pada waktu perkawinan. Jadi segala
pemberian yang terjadi pada waktu perkawinan tetap ada pihak yang tidak
bersalah. Jika dalam perjanjian kawin ditentukan bahwa pemberian itu
baru dilaksanakan setelah si pemberi meninggal dunia, maka pemberian itu
dapat segera dituntut tapi harus menunggu jika yang salah meninggal

dumia.
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Dengan bubarnya perkawinan maka sebetulnya kewajiban untuk memberi
nafkah itu juga tidak ada lagi. Jika yang dimenangkan istri maupun suami
itu tidak cukup menghasilkan untuk hidup maka pengadilan dapat
menentukan nafkah baginya yang dibayar oleh pihak lain. Menurut pasal

227 tunjangan nafkah ini berakhir pada waktu meninggal suami-istri.

Il. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur yaitu :
1. Yang mengenai perwalian
2. Yang mengenai keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut
Undang-undang atau menurut perjanjian kawin.
Mengenai perwalian ada ketentuan seperti
a. Setelah hakim menjatuhkan keputusan dalam perceraian ia harus
memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan
semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar
tentang pengangkatan seorang wali,'”
Hakim kemudian menetapkan untuk fiap anak siapa dan antara 2
orang tua itu harus menjadi wali hakim hanya dapat menetapkan
salah satu dari orang tua. Dalam hal bisa terjadi bahwa ada
beberapa anak diserahkan kepada perwalian si ayah dan yang
lainnya kepada si ibu. Di dalam hal itu orang ke 3 dapat juga

ditetapkan menjadi wali pengawas.

" fhid, h. 133.
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Jika pihak itu datang pada waktu diadakan pertemuan atau jika
perlawanan ditolak, maka ia dapat mengadakan permintaan
banding, di dalam waktu 30 hari setelah perceraian dibukukan
dalam register.

b. Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi suatu
hal yang penting, maka atas permintaan beckas suami atau istri,
penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim. Hal-hal
yang mengenai keuntungan bagi anak-anak diatur dalam pasal 231.
Dengan perceraian hubungan suami-istri terputus tetapi hubungan
dengan anak-anak tidak. Maka sudah sepantasnya jika scgala
keuntungan bagi anak-anak yang timbul dengan perkawinan orang
tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin,
umpamanya ada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan
bagi si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan

yang dijanjikan kepada ibunya.””

D. Kedudukan Hukum Anak Yang Diadopsi Setelah Terjadi Perceraian
Adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam
keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian yang diadopsi itu timbul suatu
hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan

anak kandungnya sendiri.

N Ihid, h. 134
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Adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara
orang tua dan anaknya yang diatur dalam pengaturan perundangan-undangan.
Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau mendapatkan
anak bagi orang yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu
ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak
kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.>” -

Kalau orang yang mengadopsi anak menghawatirkan bahwa mereka
tidak dikaruniai anak, maka mereka mengadopsi anak yang berasal dari
lingkungan keluarga lain dan kemudian memasukkannya ke dalam lingkungan
keluarganya sendiri.””

Adopsi di dalam BW itu tidak mungkin, karena BW memandang suatu
perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan
keturunan, karena adopsi itu di kalangan bangsa Tionghoa suatu perbuatan
hukum yang lazim dilakukan, maka soal adopsi mendapat pengakuan sendiri
dalam Staatsblad. 1917 No. 129.

Adopsi harus dilakukan dengan akta notaris, adapun akibat dari adopsi
adalah sebagai berikut :

Dengan adopsi orang yang diadopsi itu jika ia mempunyai nama keluarga lain
pada orang yang melakukan adopsi. Kedudukan hukum dari pada yang
diadopsi ini sama dengan kedudukan seorang anak kandung dari suami-istri

yang mengadopsi itu.

148

" Muderis Zaini, Adopsi Suatn Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, 2002, h. 5-6.
*) B. Bastian Tafal, ‘engangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Rajawali, Jakarta, 1989, h.
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Jika adopsi ini dilakukan suami istri, maka anak yang diadopsi itu dianggap
lahir di dalam perkawinan mereka. Jika yang melakukan adopsi itu seorang
duda maka orang yang diadopsi itu dianggap lahir didalam perkawinan dengan
istrinya vang telah meninggal. Sebaliknya jika yang melakukan adopsi itu
lahir dalam perkawinan dengan suami vang telah meninggal *”

Perlu diketahui bahwa selain golongan Tionghoa bisa melakukan adopsi,
tetapi dilihat dari kedudukan hukum orang yang mau mengadopsi anak
tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi bahkan
merupakan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia dengan berbagai
motivasi dan akibat hokum vang berancka macam sesuai dengan
keanekaragaman golongan masyarakat atau sistem serta lingkungan daerah
hukumnya. Bila suami istri bercerai maka anak harus didahulukan dalam
menerima perlindungan dan pertolongan vang ia butuhkan.

Dengan demikian anak adeps) tetap menjadi anak sah dengan kedua
orang tua adopsinya walupun kedua orang tua adopsinya telah bercerai, tetapi
anak adopsi tidak lepas begitu dari kedua orang tua adopsinya setelah
perceraian maka hakim akan menentukan salah satu orang tua adopsi yang
dapat mendidik dan memelihara baik jasmani maupun rohani demi
kelangsungan hidup anak demi masa depan, biasanya ibulah yang paling dapat

mendidik anak dan ibulah yang paling dekat anaknya, tetapi sebaliknya ibu

BY Ali Afandi, ap. cit, b 150,
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kadangkala juga tidak dapat mendidik anak dengan baik, maka hakimlah yang
menentukannya, ikut siapa anak adopsi setelah terjadi perceraian antara ibu
dan ayahnya, meskipun hubungan antara bekas suami istri terputus, tetapi
hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak berubah.

*“*
UNISSULA
Aezllull 131 sixela
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian vang didapat oleh pencliti ;ﬂari
Pengadilan Negeri Semarang bahwa sesuai yang tercantum di dalam Pasal 1
Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal
dan sejahtera berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Apabila seorang pria dan scorang wanita melangsungkan
perkawinan, baik suami maupun istri tentu menghendaki hidup dalam
keadaan rukun, bahagia sanpai meninggal duma.

Meskipun suami isteri menghendaki hal yang demikian namun
karena perkawinan itu merupakan perpaduan antara dua jiwa yang berlainan
sifat, wﬁtak, pembawaan mustahil dalam membentuk rumah tangga kadang
— kadang terjadi silang pendapat antara suami dan isteri.

Akibat timbulnya silang pendapat antara suami isteri dapat
merenggangkan hubungan keluarga, sehingga menyebabkan kegoncangan,
maka mustahil jika tujuan perkawinan yang sebenarnya akan tercapai
bahkan sebaliknya akan terjadi kehancuran dalam keluarga, bahkan dapat
pula sampai terjadi perceraian.

Nalam melangsungkan perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974

28
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dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tersebut, begitu juga apabila
akan melakukan perceraian, maka sudah barang tentu harus memenuhi
ketentuan — ketentuan vang ada pada Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah tersebut di atas.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas menganut prinsip
untuk mempersukar terjadinya perceraian, maka untuk terjadinya perceraian
harus ada alasan — alasan serta syarat— syarat perceraian.

Dalam perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihaknya.

Agar supaya melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
dikarenakan suami isteri sering terjadi percekcokkan yang terus menerus
yang tidak diinginkan.

Untuk itu diajukan dengan tata cara perceraian didepan sidang
pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlu
diketahui dalam tata perceraian mengikuti tata cara yang berlaku bagi agama
Islam / muslim melangsungkan perkawinan dengan cerai talak dan bagi non
muslim melangsungkannya dengan cerai gugat.

Di dalam sidang pengadilan hakim berprinsip bahwa perceraian itu
suatu yang tidak baik dan membawa akibat buruk, maka setelah dengan
jalan damai tidak bisa dapat dipergunakan alasan — alasan perceraian yang

tercantum dalam Undang-undang.
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Dalam praktek yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian
adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut :

a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun
berturut — turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau
atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
isteri.

f Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Dengan adanya alasan — alasan tersebut di atas biasanya ditolak oleh
hakim, sebab banyak gugat cerai diajukan semata — mata hanya
dipergunakan sebagai alasan untuk dapat bercerai.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa gugat perselisihan dalam

praktek menimbulkan problema, karena timbulnya berbagai aneka alasan —
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alasan yang diajukan dalam gugatan Plﬂﬂlﬂl'ﬂial‘l, walau bertentangan dengan
ketentuan — ketentuan yang ada.

Perlu diketahui padarumumnya tata cara perceraian dalam Hukum Adat
mengikuti cara yang berlaku menurut agama yang dianut suami — isteri
masing — masing. Jadi untuk perceraian bagi mereka yang beragama Islam
dilaksanakan menurut égama Islam, bagi yang beragama Kristen / Katolik
dilakukan menurut agama Kristen / Katolik, begitu pula bagi yang beragama
Hindu / Budha dilakukan menurut tata cara agama Hindu / Budha. Oleh
karena menurut agama itu masing — masing tidak ada ketentuan tentang
acara mengajukan permohonan perceraian, pemeriksaan Hakim dan cara
memutuskannya, maka kesemuanya cenderung dan mengikuti peraturan
perundangan yang berlaku di pengadilan.

Perceraian yang ditolak oleh hakim, karena bertentangan dengan praktek
untuk memutuskan perkawinan, asal saja ada kerja sama dari kedua belah
pihak, misalnya berzina, jadi jika seorang suami untuk dapat bercerai
dengan isterinya itu mempergunakan tipu daya supaya isterinya berzina
maka hal ini tidak dapat ia pergunakan sebagai alasan bercerai.

Di atas telah disebutkan bahwa sebagai prinsip, tidak diperbolehkan
mengadakan perceraian dengan suatu persetujuan. Tapi jika telah disetujui
lebih dahulu bahwa si isteri akan menuntut si suami untuk perceraian
dengan dasar si suami berzina dan si suami setuju untuk mengakui itu, maka
perceraian dapat diadakan, hal ini tidak merupakan suatu keberatan,

Dasarnya zina yang telah disebut oleh Undang-undang.
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Kemudian pengakuan di muka sidang dianggap sebagai pembuktian
yang sempurna. Dan atas dasar inilah maka perkawinan itu dapat
diputuskan. Jelas bahwa praktek yang demikian itu sebetulnya tidak sesuai
dengan jiwa Undang-undang yang melarang diadakannya perceraian
berdasarkan persetujuan.

Dalam pcrtumhulﬁn Hukum di Indonesia dewasa ini dimana oleh
seorang Menteri Kehakiman dianjurkan supaya suatu kitab Undang-undang
Hukum Perdata ( BW ), jangan di anggap sebagai suatu kitab Undang-
undang, tapi hendaknya kita harus mengerti apa itu Undang-undang, maka
untuk 1tu kiranya cukup alasan untuk menyampaikan ketentuan tadi asal
persetujuan untuk bercerai itu mendapat peninjauan scksama berdasarkan
segala faktor yang meliputi perkawinan itu, sehingga persetujuan itu jangan
sampai disalah gunakan sehingga mengurangi kesucian dari suatu
perkawinan.

Sedangkan alasan lain yang dipergunakan untuk mengajukan
perceraian yang tidak diperbolehkan adalah ditinggalkannya tempat tinggal
bersama dengan sengaja misalnya meninggalkan tempat tinggal bersama
berlangsung lima tahun, dalam waktu itu yang datang kembali dan
kemudian pergi lagi ini dilarang.

Masih ada lagi alasan — alasan lain dilarang yaitu perceraian karena
melukai berat atau menganiayaan. Hal ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut
hanya perlu dilakukan dengan perbuatan melukai berat atau penganiayaan,

maka hal ini bukan merupakan alasan untuk bercerai.
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Selain alasan — alasan diatas masih ada alasan — alasan lain yang
sering dijumpai di dalam mengajukan gugatan perceraian yaitu adanya
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan
akan hidup rukun lagi. Alasan ini sering dipergunakan sebagai alasan untuk
mengajukan perceraian, alasan ini memang dipandang merupakan alasan
yang tef)at dan layak untuk mengajukan perceraian, karena pada dasamya
tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera.

Nampak alasan diatas memerlukan suatupun penjelasan. Masih
menjadi pertanyaan apakah vang diartikan dengan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus ini. Undang-undang Perkawinan sendiri
tidak memberikan penjelasannya, jadi tugas para hakimlah yang
menafsirkan dengan mempertimbangkan segala — galanya.

Dengan demikian apapun scbab — sebabnya, suatu pertengkaran
yang terus menerus antara suami isteri di dalam suatu perkawinan akan
membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia bahkan mungkin akan
menimbulkan kehancuran. Dari pada terjadinya hal terakhir ini nampaknya
perceraian merupakan satu — satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Mengenai hal ini, hakim harus terlebih dahulu mendengarkan
keterangan dari pthak yang mengajukan penuntutan perceraian, dan tujuan
dari pihak lain. Tetapi dalam hakim mencari keterangan hanya dalam batas

— batas yang diperlukan saja.
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Maka dari itu hakim dapat mengetahui dengan jelas situasi rumah
tangga suami isteri tersebut, dan dasar itulah hakim dapat memutuskan
dengan seadil — adilnya.

Dengan demikian banyak alasan — alasan perceraian yang diajukan
tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sebab banyak gugat
perceraian diajukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan
adanya kesengajaan yang mengaja dilakukan agar salah satu pihak
mengajukan gugat perceraian, maka timbul problema tentang gugat
perceraian dalam praktek dengan adanya keterangan di atas.

Setelah hakim mengadakan penyelidikan dan keterangan dan saks:
untuk didengar kebenarannya maka alasan perceraian yang diajukan dapat
diterima dan perceraian dapat diputuskan karena memang benar — benar
perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka untuk itu hakim harus mengetahui dengan jelas dalam situasi
rumah tangga suami isteri tersebut, dan dasar itulah hakim akan dapat
memutuskan dengan seadil — adilnya.

Untuk itu gugat perceraian dapat diajukan apabila dengan alasan —
alasan yang dapat diterima oleh hakim dengan membuktikan kebenaran
gugatannya dengan melalui prosedur yang berlaku, sesuai dengan Undang-
undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan penjelasannya Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka gugat perceraian dapat diterima dan

perceraian dapat diputuskan.
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Pada dasarnya akibat yang ditimbulkan dari perceraian suami isteri
akan membawa kegoncangan jiwa pihak — pihak yang bersangkutan
terutama yang terkena goncangan yang paling berat adalah anak — anaknya.

Meskipun hubungan antara bekas suami isteri terputus, tetapi
hubungan antara orang tua dan anak tidak berubah, dimana antara ibu dan
Eapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak — anakanya,
semata — mata berdasarkan kepentingan anak, pengadilan memben
keputusannya.

Dalam hal memberi keputusan pada bekas suami dan isteri yang
berselisihan mengenai anak harus ikut siapa, hakim pada umumnya akan
menyerahkan anak yang belum dewasa pihak ibunya sebagai walinya
namun apabila si ibu mempunyai itikad yang kurang baik hakim dapat
menyerahkan anak belum dewasa tersebut kepada pihak ayah sebagai
walinya dan sebaliknya ayah beritikad yang kurang baik maka pihak ibu
sebagai walinya.

Demikian halnya yang terjadi akibat perceraian terhadap anak yang
diadopsi, sebab anak adopsi diambil dari orang lain ke dalam keluarganya
sendiri, hingga dalam demikian antara orang yang mengadopsi dengan yang
diadopsi itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang
ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Setelah penulis jelaskan kedudukan hukum orang tua vyang

mengadopsi anak, maka penulis jelaskan tentang akibat perceraian terhadap
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anak yang diadopsi, telah dijelaskan diatas bahwa anak adopsi sama seperti
anak kandung sendiri walaupun kedua orang tua angkatnya bercerai.

Tetapi anak adopsi tidak lepas begitu saja dari kedua orang tua
adopsinya setelah perceraian, maka Hakim akan menentukan siapa dari
salah satu orang tua adopsinya vang mendidik, memelihara baik jasmani
maupun rohani demi kelangsungan hidup anak tersebut untuk menuju masa
depan.

Demikianlah kedudukan hukum anak wvang diadopsi yang terjadi
dalam praktek mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga, ahli
waris, pendidikan dan fasilitas vang ada di dalam keluarganya seperti anak
sah dari suami isteri vang lahir dalam perkawinannya.

Oleh kal-'ena itulah. Maka lapangan hukum perdata yaitu pada sisi
lembaga pengangkatan anak itu pada dasarnya harus diperhatikan, karena
justru peraturan dan perundangannya di sekitar masalah pengangkatan anak
ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, sedang tuntutan masyarakat di
lain pih_ak memerlukan perhatian vang sangat sernius. Apalagi pada tahun
terakhir ini dimana kasus penjualan anak — anak miskin ke negara lain
merupﬁkan masalah baru bagi negara kita *"

Untuk itu dari permasalahan diatas, maka jelaslah bahwa lembaga
adopsi ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sekaligus

memerlukan suatu  ketertiban  dan  ketuntasan dalam mekanisme

**) Hasil Wawancara penulis dengan Thu Suparti Hadhyono selaku hakim Pengadilan Negeri
Semarang, tanggal & Januari 2003
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pelaksanaannya. Dengan demikian anak adopsi mempunyai kekuatan

kedudukan yang kuat.

Analisis Data

Dari uraian bab — bab penulis uraikan mengenai tujuan perkawinan
yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun
1974 adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah penulis mengadakan penelitian — penelitian terlihat bahwa
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami isteri perlu saling melengkapi, agar masing — masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangganya, maka
sudah tentu tidak adanya keharmonisan rumah tangganya, sehingga
perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, pasti akan menimbulkan
perceraian. Dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan adalah
sah apabila menurut hukum masing — masing agamanya dan kepercayaanya.

Perlu penulis jelaskan bahwa alasan — alasan perceraian yang diatur
dalam Undang-undang diatas dapat ditolak oleh hakim, apabila gugat cerai
vang diajukan semata — mata hanya dipergunakan sebagai alasan untuk

dapat bercerai.
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Alasan -- alasan vang dapat di.;olak gleh hakim vaitu

Jika suami untuk dapat bercerai dengan isterinya itu mempergunakan

tipu daya supaya si isterinya berzina, maka hal ini tidak dapat 1a

pergunakan sebagai alasan untuk dapat bercerai.

Diatas telah disebutkan sebagai prinsip tidak diperbelehkan

mengadakan perceraian dengan suatu persetujuan. Tetapi jika

disetujui lebih dahulu bahwa si isteri akan menuntut si suami untuk
perceraian dengan dasar si suami berzina dan si suami setuju untuk
mengakui rtu maka perceraian dapat diadakan.

Formal hal itu tidak merupakan suatu keberatan dasarnya zina yang

telah disebut oleh Undang-undang.

Kemudian pengakuan dimuka sidang dianggap scbagai pembuktian

yang sempurna.

Atas dasar inilah maka perkawinannya dapat diputuskan. Jelas
bahwa praktek yang demikian itu sebetulnya tidak sesuai dengan jiwa
Undang-undang yang melarang diadakannya perceraian berdasarkan
persetujuan.

Anak adopsi tidak lepas begitu saja dari orang tua adopsinya setelah
perceraian, sehingga dengan perceraian anak adopsi di bawah umur ikut ibu
walinya, kecuali ibu walinya berkelakuan tidak baik.

Dengan demikian anak adopsi mempunyai kedudukan yang sama
seperti anak kandung dalam nama keluarga, ahli waris, pendidikan dan

fasilitas seperti anak sah dari suami isteri vang lahir dalam perkawinannya.
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Setelah terjadinya perceraian-maka anak adopsi tetap menjadi anak
sah dari suami isteri yang mengadopsi walaupun kedudukannya telah
bercerai, bahwa anak adopsi di bawah umur ikut ibunya sebagai walinya dan
anak adopsi mempunyai kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dani
perkawinannya dalam keluarganya.

Bahwa perceraian membawa akibat terhadap anak adopsinya tetapi
karena sudah diputuskan, anak adopsi fetap menjadi anak sah, walaupun
kedua orang tua adopsinya bercerai, yang sering ditimbulkan dalam
masalahnya, untuk anak adopsi mempunyai kedudukan yang kuat.

Dengan demikian sampai diputuskan perceraian hakim menunjuk
ibu sebagai walinya karena ibu dianggap pantas untuk mendidik anaknya

kecuali ibunya berkelakuan tidak baik.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut :

1.

!L.I-.'l

Pada dasarnya perceraian terjadi karena adanya permasalahan
yang timbul dalam rumah tangganya, karena si isteri tidak dapat
melahirkan kcturunan dan begitu juga i suami tidak mampu
menjamin. keperluan si usteri dan  anaknya, sechingga
keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.
Tanggung jawab antara suami istri sctelah perceraian maka anak
adopsi vang diambil dari keluarga lain ke dalam keluarganya,
harus mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah yang
lahir dari suami istri dalam perkawinan seperti nama keluarga,
ahli waris, pendidikan dan fasilitas. Anak adopsi mempunyai
peraturan yang diatur oleh Staatsblad 1917 No. 129. Anak
adopsi harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk
bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan
pendidikan.

Perceraian mengakibatkan kegoncangan jiwa bagi pihak — pihak
yang bersangkutan terutama yang terkena kegoncangan paling

berat adalah anak — anaknya termasuk anak adopsi. Untuk itu

40



41

agama tidak ingin terjadi perceraian, meskipun perceraian
terjadi, menurut agama maupun hukum pada umumnya
perceraian membawa akibat yang berat bagi pihak yang

bersangkutan suami istri dan anak-anaknya.

Saran — Saran

Meskipun penulis menyvadari kekurangan pengetahuan yang ada
pada diri penulis, namun dengan kemampuan yang terbatas tersebut, akan
berusaha untuk memberikan saran — saran,

Saran — saran darn penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencapai tujuan perkawinan seperti yang tercantum di dalam
Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 hendaknya suami
isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing — masing dapat
mengembangkan kepribadiannya demi untuk menuju keluarga bahagia,
kekal dan sejahtera.

2. Bagi pasangan suami istert agar tidak memmbulkan perceraian maka
hendaknya diperlukan adanya saling mengalah, saling pengertian untuk
menyelesaikan permasalahannya jangan sampai terjadi perceraian.

3. Kalau memang diantara suami isteri sudah tidak ada keharmonisan lagi
dalam rumah tangganya, hendaknya diselesaikan menurut Undang-
undang dan gugat perceraiannya diajukan sesuai dengan alasan — alasan
perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan

No. | tahun 1974 sesuai dengan pembuktian kebenarannya.
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Walaupun kedua orang tua adopsinya bercerai hendaknya ibu walinya

memperhatikan dalam hal pemeliharaan dan kewajiban dalam mendidik

dan membesarkan anak adopsi untuk menuju masa depan anak tersebut.

Demikian saran yang dapat penulis berikan dan akhirnya semoga

dengan kesimpulan dan saran tersebut yang jauh dikatakan baik dan
sempurna dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

#'i
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